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ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak ex officio oleh hakim
dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.
Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek utama yaitu pertimbangan hakim
dalam menggunakan hak ex officio, penggunaan hak ex officio dalam perspektif
perlindungan hukum, serta analisisnya dalam perspektif maslahah. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode campuran melalui
penggabungan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan
yuridis empiris digunakan untuk mengkaji praktik penggunaan hak ex officio
melalui wawancara dengan hakim serta analisis putusan perkara perceraian.
Sementara itu pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dasar
hukum, doktrin, dan prinsip hukum yang mengatur kewenangan hakim,
perlindungan hukum, serta konsep maslahah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penggunaan hak ex officio oleh hakim didasarkan pada pertimbangan
hukum, kondisi sosial, dan kemampuan ekonomi para pihak. Secara hukum hak ex
officio dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada
hakim untuk menegakkan keadilan substantif dan tidak dipandang sebagai
pelanggaran terhadap asas ultra petita. Secara sosial hakim mempertimbangkan
kondisi budaya masyarakat Minangkabau di mana sebagian perempuan merasa
malu atau takut stigma untuk menuntut nafkah, serta adanya ketidaktahuan hukum
dan perkara yang diputus tanpa kehadiran pihak. Hakim juga menilai kemampuan
ekonomi suami agar kewajiban yang ditetapkan dapat dilaksanakan. Dalam
praktiknya penggunaan hak ex officio bersifat selektif dan umumnya dipenuhi
secara sukarela dengan dukungan mekanisme administratif seperti penundaan
ikrar talak atau pembatasan pengambilan akta cerai apabila kewajiban belum
dipenuhi. Ditinjau dari konsep perlindungan hukum penggunaan hak ex officio
berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang lemah dengan memastikan
hak-haknya tetap terpenuhi meskipun tidak dimohonkan. Dalam perspektif
maslahah penggunaan hak ex officio termasuk dalam kategori maslahah mursalah
dengan tingkat kemaslahatan maslahah hajiyyah karena bertujuan mengurangi
kesulitan dan memberikan kemudahan bagi pihak istri. Selain itu penggunaan hak
ex officio juga dapat dipahami sebagai maslahah khassah karena diterapkan secara
selektif oleh hakim untuk melindungi kepentingan individu dalam perkara
tertentu.

KATA KUNCI: Hak Ex Officio; Perceraian; Perlindungan Hukum; Maslahah.



ABSTRACT

This thesis aims to analyze the use of ex officio authority by judges in deciding
divorce cases at the Padang Religious Court Class IA. The study focuses on three
main aspects, namely the judges’ considerations in exercising ex officio authority,
the use of ex officio authority from the perspective of legal protection, and its
analysis from the perspective of maslahah. This research is a field study
employing a mixed-method approach by combining juridical-empirical and
juridical-normative approaches. The juridical-empirical approach is used to
examine the practice of the judges’ use of ex officio authority through interviews
with judges and analysis of divorce case decisions. Meanwhile, the juridical-
normative approach is used to analyze the legal basis, legal doctrines, and legal
principles governing judicial authority, legal protection, and the concept of
maslahah. The findings show that the use of ex officio authority by judges is
based on legal considerations, social conditions, and the economic capacity of the
parties. From a legal perspective, ex officio authority is understood as a power
granted by law to judges to uphold substantive justice and is not regarded as a
violation of the ultra petita principle. From a social perspective, judges consider
the cultural context of Minangkabau society, in which some women feel ashamed
or fear social stigma when claiming financial support, as well as the existence of
legal illiteracy and cases decided in the absence of one of the parties. Judges also
assess the husband’s economic capacity to ensure that the obligations imposed can
realistically be fulfilled. In practice, the use of ex officio authority is selective and
generally complied with voluntarily, supported by administrative mechanisms
such as postponing the pronouncement of divorce or restricting the issuance of
divorce certificates when obligations have not yet been fulfilled. From the
perspective of legal protection, the use of ex officio authority functions as a
safeguard for weaker parties by ensuring that their rights are fulfilled even when
they are not explicitly requested. From the perspective of maslahah, the use of ex
officio authority falls within the category of maslahah mursalah with the level of
benefit classified as maslahah hajiyyah, as it aims to reduce hardship and provide
ease for the wife. Furthermore, the use of ex officio authority may also be
understood as maslahah khassah because it is applied selectively by judges to
protect individual interests in specific cases.

KEYWORDS: Ex Officio Authority; Divorce; Legal Protection; Maslahah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa

pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan Surat

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor: 0543/b/u/1987.

1. Konsonan
No | Arab | Latin Keterangan No | Arab | Latin | Keterangan
) ) 16.| L t t dengan titik
1. \ - Tidak dilambangkan _
si bawah
17. | & z z dengan titik
2. < b - )
di bawah
3. < t - 18. ] ¢ ‘ -
A . s dengan titik 19.| ¢ G -
. <& S
dis atas
5. z J - 20. | < F -
h dengan titik di 21. | & Q -
6. | ¢ h
bawah
7. ¢ kh - 22. | 4 K -
8. 3 d - 23. L -
9. 3 Z z dengan titik di atas 24, N M -
10. B r - 25. O N -
11. J z - 26. 3 W -
12. | U S - 217. > H -
13. | o sy - 28. 3 apostrof
s dengan titik di 29 | Y -
14. | o= S
bawah
15. | = d




2. Vokal Pendek

=|A| <« | Kataba
=1 Jws | sutila
=|U| e | Yazhabu

3. Vokal Panjang

\ =|A| oS Kana

] =1 G siga

sl =|U| s < | Kunu
4. Diftong

! =|ai| < Laita

Sl =|lau| J# Qaula

5. Syiddah ditulis dengan rangkap
Contoh: W, ditulis rabbana

6. Alif lam (J))
Pada alif lam gamariyah ditulis al.

Contoh: ¢3SV ditulis al-Kafirun.

Pada alif lam syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang
mengikutinya.

Contoh:

JaJll ditulis ar-rijal

7. Ta’ Marbutah (8)
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h.

Contoh:

3l ditulis  al-Bagarah
Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh:

JullslSy  ditulis  zakat al-mal
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